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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 228/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 254/PMK.05/2015 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL

PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran bantuan sosial pada

Kementerian Negara/Lembaga dan dalam rangka

pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana

diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada

Kementerian Negara/Lembaga;

c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan

dan penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan

bantuan sosial, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang

Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian

Negara/Lembaga;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015

tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian

Negara/Lembaga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015

tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 2047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

254/PMK.05/2015 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL

PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial

Pada Kementerian Negara/Lembaga, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial dialokasikan

dalam APBN berdasarkan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan

mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana

Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(RKA-K/L) dan pengesahan DIPA.

(2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DIPA

Kementerian Negara/Lembaga yang berdasarkan
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peraturan perundang-undangan mempunyai tugas

dan fungsi melaksanakan program perlindungan

sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan

dan pelayanan dasar, dan penanggulangan bencana.

(3) Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan

dari unsur biaya operasional satuan kerja

penyelenggara bantuan sosial, biaya penyaluran

bantuan sosial, dan biaya yang timbul dalam rangka

pengadaan barang dan jasa.

(4) Biaya penyaluran bantuan sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dialokasikan secara efektif

dan efisien dengan mempertimbangkan:

a. besaran alokasi Belanja Bantuan Sosial;

b. jangka waktu penyaluran;

c. jumlah penerima bantuan sosial; dan

d. sebaran wilayah penerima bantuan sosial.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

(1) PPK melakukan seleksi dan/atau pemutakhiran data

penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (4) atau lembaga nonpemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)

berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah

ditetapkan di dalam petunjuk teknis pengelolaan

dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial.

(2) Dalam melakukan seleksi dan/atau pemutakhiran

data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK

dapat berkoordinasi dengan lembaga yang

mempunyai kewenangan dalam penanggulangan

kemiskinan atau institusi pemerintah yang

berwenang.

(3) Seleksi dan/atau pemutakhiran data penerima

bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran
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berjalan.

(4) Berdasarkan hasil seleksi dan/atau pemutakhiran

data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK

menetapkan surat keputusan penerima bantuan

sosial.

(5) Dalam rangka penyaluran Belanja Bantuan Sosial

dalam bentuk uang, surat keputusan penerima

bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

paling sedikit memuat:

a. identitas penerima bantuan sosial;

b. nilai uang bantuan sosial; dan

c. nomor rekening penerima bantuan sosial pada

bank/pos.

(6) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak

mempunyai nomor rekening sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf c, nomor rekening yang

dicantumkan dalam surat keputusan penerima

bantuan sosial adalah nomor rekening Bank/Pos

Penyalur.

(7) Dalam rangka penyaluran Belanja Bantuan Sosial

dalam bentuk barang dan/atau jasa, surat

keputusan penerima bantuan sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:

a. identitas penerima bantuan sosial;

b. nilai barang dan/atau jasa bantuan sosial; dan

c. bentuk barang dan/atau jasa yang akan

diberikan.

(8) Surat keputusan penerima bantuan sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya

disahkan oleh KPA.

(9) Penetapan surat keputusan oleh PPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan pengesahan surat

keputusan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.

(10) Dalam hal pemberian bantuan sosial dilakukan

melalui lembaga nonpemerintah, identitas penerima

bantuan sosial yang dicantumkan dalam surat
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keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf a adalah nama lembaga nonpemerintah.

(11) Surat keputusan penerima bantuan sosial yang

disahkan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) merupakan dasar pemberian bantuan sosial

kepada penerima bantuan sosial.

(12) Untuk mempercepat pemberian bantuan sosial,

penetapan surat keputusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dan pengesahan surat keputusan

penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) dapat dilakukan secara bertahap bagi

penerima yang telah memenuhi persyaratan.

(13) Untuk keperluan pemberian bantuan sosial dalam

rangka tanggap darurat penanggulangan bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf

f, penetapan surat keputusan penerima bantuan

sosial oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan pengesahan surat keputusan penerima bantuan

sosial oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dapat dilakukan secara simultan dengan

pelaksanaan pemberian bantuan sosial.

3. Ketentuan ayat (4) huruf e dan ayat (7) Pasal 13 diubah,

sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana Belanja

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 huruf c, PPK melakukan pemilihan Bank/Pos

Penyalur sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pengadaan barang/jasa

pemerintah.

(2) Bank/Pos Penyalur yang akan dipilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank/Pos yang

telah memiliki perjanjian kerjasama pengelolaan

rekening milik Kementerian Negara/Lembaga

dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
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